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ABSTRACT 

 

IRFAN DINATA PRATAMA, 201920251021, Decision of the North Jakarta District 

Court in Check Aplication Of Online  Gambling Company Business Permits, total 129 

pages, 2021. 

Government policies related to licensing as one of the legal instruments of the 

government, namely to control people's lives so as not to deviate from applicable legal 

provisions. Currently, licensing can be done through a one-door system, namely the OSS 

(Online Single Submission) system, which is regulated in Government Regulation Number 

24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. In practice, the 

OSS system is actually used by some irresponsible parties, for example, there are parties who 

want to set up a gambling company, as happened in the case of the North Jakarta District 

Court Decision Number 861 / PDT.P / 2019 / PN.Jkt.Utr. In this case, PT. Gateway Guna 

Selaras which intends to apply for a betting or gambling management business license that 

appears to be in the form of an online game application, where gambling takes the form of a 

land casino, bingo arena, agile ball machine, slot machine, fish shooting machine and keno 

machine. Based on this description, there are two issues that will be discussed, namely 

regarding how the legal arrangements related to online gambling business in Indonesia and 

regarding the legality of the decision of the North Jakarta District Court in validating online 

gambling company business licenses. 

The research method used in this research is normative juridical research method. The 

materials studied were primary, secondary and tertiary legal materials. Then two conclusions 

were obtained in this study, namely the legal arrangements related to online gambling in 

Indonesia in the provisions of Article 303, Article 303 bis Criminal Code, and Presidential 

Decree Number 113 of 1965, Law Number 7 of 1974, and Government Regulations. Number 

9 of 1981, business in the field of online gambling that is carried out conventionally or land 

gambling is not allowed by the applicable laws and regulations, while referring to Article 27 

paragraph 2 jo. Article 45 paragraph 1 of Law Number 11 Year 2008 which has been updated 

with Law Number 19 Year 2016 concerning Electronic Information and Transactions, still 

has legal loopholes that can be exploited by parties who wish to run a business in the field of 

gambling through online media. The legality of the decision of the North Jakarta District 

Court in approving online gambling company business licenses, can be categorized as 

inaccurate, because it overrides the limited court's authority in examining cases related to 

business licenses through the OSS system, which is based on Article 25 paragraph 3 letter b 

Government Regulation Number 24 of 2018 so that this stipulation can create the potential 

for legal smuggling and the potential for overlapping authority with other government 

agencies that have the authority to administer business licenses. 
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ABSTRAK 

 

IRFAN DINATA PRATAMA, 201920251021, Penetapan Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara Dalam Memeriksa Permohonan Izin Usaha Perusahaan Perjudian 

Daring, total 129 halaman, 2021. 

Kebijakan pemerintah terkait penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum 

dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang 

dari ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini perizinan telah dapat dilakukan melalui sistem 

satu pintu yaitu dengan sistem OSS (Online Single Submission), yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik. Dalam praktiknya, sistem OSS ini justru dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang 

kurang bertanggungjawab, misalnya saja terdapat pihak yang hendak mendirikan perusahaan 

perjudian sebagaimana terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 

861/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr. Dalam perkara tersebut terdapat pihak PT. Gateway Guna 

Selaras yang hendak mengajukan perizinan usaha manajemen pertaruhan atau perjudian yang 

seolah berbentuk aplikasi game online, dimana penyelenggaraan perjudiannya dalam bentuk 

Kasino Darat, arena bingo, mesin bola tangkas, slot mesin, mesin tembak ikan, dan mesin 

keno. Berdasarkan uraian tersebut terdapat dua permasalaha yang hendak dibahas, yaitu 

mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait usaha judi online di Indonesia dan mengenai 

legalitas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengesahkan izin usaha 

perusahaan perjudian online. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

yuridis normatif. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Kemudian diperoleh dua kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pengaturan hukum terkait 

usaha judi online di Indonesia pada ketentuan Pasal 303, Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, serta Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, maka usaha dibidang perjudian 

online yang dilakukan secara konvensional atau judi darat tidak diperbolehkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sedangkan apabila merujuk pada Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 

45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih memiliki 

celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak menjalankan usaha 

dibidang perjudian melalui media online. Legalitas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta 

Utara dalam mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online, dapat dikategorikan 

kurang cermat, karena mengesampingkan kewenangan pengadilan yang dibatasi dalam 

pemeriksaan perkara terkait izin usaha melalui sistem OSS, dimana berdasarkan Pasal 25 ayat 

3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 sehingga penetapan yang dijatuhkan 

dapat menimbulkan potensi adanya penyelundupan hukum serta potensi terjadinya tumpang 

tindih kewenangan, dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan 

untuk menyelenggarakan izin usaha. 

Kata Kunci : Izin usaha, Judi Online, OSS 
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